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ABSTRAK

Perubahan yang cepat diakibatkan dari modernisasi dalam era digital yang
cepat. Perubahan ini dapat kita lihat pada kehidupan sehari-hari yang
memudahkan rakyat Indonesia untuk mengakses informasi melalui internet.
Perubahan ini sering kali tidak disertai dengan perlindungan hukum yang sesuai
dengan era digital tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif atau disebut juga dengan
Penelitian kepustakaan atau dokumen. Penelitian ini bersifat deskritif analistis,
menggunakan pendekatan komparatif yakni melakukan penelitian terhadap
peraturan yang sudah ada khususnya mengenai infomasi dan transaksi elektronik.
Pengumpulan data dilakukan secara studi pustaka. Data yang digunakan adalah
data sekunder vyaitu terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
Setelah data dikumpulkan, kemudian dilakukan analisis secara kualitatif.

Pertanggungjawaban penyedia jasa layanan komunikasi didasarkan pada
peraturan perundang-undangan dan esensi dari Hak Asasi Manusia khususnya
mengenai Hak Privasi Masyarakat. Indonesia menganut sistem hukum civil law
yang merupakan sistem hukum yang tersusun secara sistematis dan tertuilis, serta
dibukukan seperti perundangundangan Akibat tidak adanya suatu Undang Undang
yang mengatur tentang Hak Privasi tersebut maka pengertian dari Hak Privasi itu
sangat luas sehingga apabila terjadi sengketa akan menimbulkan kerancuan dalam
kepastian hukumnya. Sehingga dalam pelaksanaan registrasi pelanggan jasa
telekomunikasi.

Kata-kata kunci: era digital, Hak Privasi, Perlindungan,
Pertanggungjawaban.
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ABSTRACT

Rapid change results from modernization in the fast digital era. This
change can be seen in everyday life that makes it easier for Indonesians to access
information through the internet. These changes are often not accompanied by
legal protection in accordance with the digital era.

This research is a normative juridical study or also called library research
or documents. This research is a descriptive analytic, using a comparative
approach that is conducting research on existing regulations, especially regarding
information and electronic transactions. Data collection is done by literature
study. The data used are secondary data which consists of primary, secondary, and
tertiary legal material. After the data is collected, a qualitative analysis is carried
out.

The responsibility of the communication service provider is based on the
laws and regulations and the essence of Human Rights especially regarding the
Right to Public Privacy. Indonesia adheres to the civil law legal system which is a
legal system that is systematically structured and written down, and recorded as a
law. Due to the absence of a law governing privacy rights, the understanding of
privacy rights is very broad so that if a dispute occurs, it will cause confusion in
certainty. the law. So that in the implementation of telecommunications service
customer registration
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